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ABSTRAK 
Andi Muhammad Aksan Anugrah (B 111 13 005), PERAN KOMISI 
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA 
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH 
MAKASSAR TAHUN 2015-2016), dibimbing oleh Syamsuddin 
Muchtar dan Wiwie heryani. 
 
Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui kedudukan, tugas, 
dan fungsi komisi perlindungan anak Indonesia berdasarkan peraturan 
perundang-undangan bidang perlindungan anak. Untuk mengetahui peran 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum 
terhadap anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana narkotika diwilayah 
hukum Makassar 
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan 
data dilakukan dengan metode wanwancara terhadap pihak yang terkait 
dengan topic penelitian. Selain itu penulis juga melakukan penelitan 
kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang 
berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang dianalisi secara 
kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.  
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 
1).. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau  KPAI dalam 
memberikan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-
undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu melakukan 
sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, 
menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan pemantauan, 
evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaran perlindungan 
anak.2)..Dalam menjalankan peranannya yang juga mengevaluasi kinerja 
terkait penanganan kasus anak yang ada ditingkat daerah, KPAI 
berkordinasi dengan KPPPAI, dan selanjutnya senantiasa memantau 
laporan terkait anak yang berhadapan hukum, menerima laporan 
pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh  Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemerdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan 
melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kinerja P2TP2A tersebut. 
P2TP2A  di kota Makassar yang langsung dibawahi Dinas Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak tersebut, juga bersinergi dengan 
Lembaga Bantuan Hukum dan  Badan Narkotika Nasional untuk 
mengawal dan mendampingi anak  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa 
yang lahir untuk dilindungi. Bahkan anak dianggap sebagai harta 
kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda yang 
lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga 
dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-
hak sebagai manusia yang diakui negara serta harus dijunjung tinggi. 
Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, 
anak berperan sangat strategis sebagai succesor suatu bangsa. Dalam 
konteks ini, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran 
strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan 
sebuah konvensi hak-hak anak yang intinya menekankan posisi anak 
sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas 
hak-hak yang dimilikinya. 
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014Tentang 
Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat 
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juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, 
rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan 
salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin 
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, 
mental, dan sosialnya1.  
Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga 
dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah 
dibebankan oleh hukum.Demikian halnya dalam rangka penyelenggaraan 
perlindungan anak, negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili 
oleh pemerintah juga mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas 
dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak secara optimal dan terarah. 
Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin 
dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak2. Kepedulian 
terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, seusai 
Perang Dunia I dimana dalam perang tersebut pihak yang paling banyak 
menjadi korban adalah perempuan dan anak dimana pada masa itu 
perempuan dan anak-anak harus berlari, bersembunyi terancam dan 
tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang3. Akibat dari perang 
tersebut muncullah keprihatinan terhadap nasib anak melalui berbagai 
                                                          
1 Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di 
Indonesia, Bandung: Refika Aditama. Hlm. 34 
2 Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: sinar Grafika, Hlm. 1. 
3Ibid., Hlm 24 
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macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan anak secara serius. 
Salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan dan penting untuk 
dilindungi adalah hak-hak anak. 
Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan 
kemanusiaan dengan memiliki banyak peraturan yang secara tegas 
memberi upaya perlindungan terhadap anak berdasarkan Pasal 28b Ayat 
(2) bahwa: 
“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi” 
 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
telah mencantumkan tentang hak anak serta pelaksanaan kewajiban dan 
tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara 
dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, 
dipandang masih sangat diperlukan suatu Undang-undang yang secara 
khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis 
bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut4. 
 Selanjutnya perlindungan hak anak di Indonesia dapat dilihat dalam 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang 
bersamaan dengan penetapan Tahun 1979 sebagai “Tahun Anak 
Internasional”. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan 
                                                          
4 Ahmad Kamil, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada. Hlm. 1. 
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konvensi hak anak tahun 1989 yang kemudian diratifikasi melalui 
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 19905. 
 Sebagai negara dan bangsa yang sadar akan masa depan, maka 
keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak 
Bukan untuk menambah jumlah instrumen internasional menyangkut hak 
asasi manusia yang diratifikasi, melainkan suatu kesadaran, dalam rangka 
mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai. 
Dengan mengikatkan diri dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesia turut 
serta bersama bangsa-bangsa di dunia mengatur, melindungi, dan 
mewujudkan hak-hak anak. Selain itu, pada 22 Oktober 2002, Pemerintah 
Indonesia kembali melakukan langkah strategis, maju, dan bersejarah, 
yaitu dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak yang populer dengan sebutan Undang-
undang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak 
menandai sejarah baru perlindungan anak di Indonesia, karena Undang-
undang tersebut mengatur banyak hal yang tidak pernah diatur Undang-
undang sebelumnya. Undang-undang sebelumnya tidak mengatur secara 
jelas hak-hak anak dan kurang memadai dalam memberikan perlindungan 
anak. Undang-undang Perlindungan Anak ini secara tidak langsung 
mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam 
konvensi hak anak. 
                                                          
5 Nasir Djamil,Op.cit., Hlm. 28. 
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 Dalam Pasal 59 disebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga 
negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 
anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban 
penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik 
dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran”. 
 Bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik hukum yang 
dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 64 Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakann 
bahwa perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan melalui6 :  
a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan 
hak-hak anak;  
b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;  
c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;  
d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi 
anak;  
e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan 
anak yang berhadapan dengan hukum;  
f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua 
atau keluarga; dan  
                                                          
6Pasal 64 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan 
untuk menghindari labelisasi. 
 Bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak adalah dengan dibentuknya lembaga 
perlindungan anak yang merupakan peran serta masyarakat dengan 
bantuan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang 
menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-
luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat 
dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, 
lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga 
pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. 
Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang, “Peran Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan 
hukum terhadap anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana 
narkotika( studi kasus diwilayah hukum Makassar tahun 2015-2016)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok 
permasalahan, sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah kedudukan, tugas, dan fungsi Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan 
bidang perlindungan anak? 
2. Bagaimanakah peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam 
memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka 
pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Makassar Tahun 
2015-2016 ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, tujuan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan peraturan perundang-
undangan bidang Perlindungan anak. 
2. Untuk mengetahui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai 
tersangka pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum 
Makassar tahun 2015-2016. 
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D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat antara lain sebagai 
berikut: 
1. Kegunaan teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan, memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi 
referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, 
dan hukum pada khususnya. 
2. Kegunaan praktis 
a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, 
membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui 
sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
b. Memberikan gambaran tentang peran, fungsi 
KomisiPerlindungan anak Indonesia daalam memberikan 
bantuan hukum terhadap anak. 
c. Melengkapi syarat administrasi guna mendapatkan gelar 
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
Dasar pembentukan Lembaga Negara di Indonesia terbagi pada 
tiga macam, pertama, berdasarkan UUNRI 1945, seperti; Komisi 
Pemilihan Umum, Tentara NasionaI Indonesia, Polisi Republik Indonesia, 
Kementrian dan lain-lain.Kedua, lembaga negara yang berdasarkan atas 
perintah Undang-Undang, seperti; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 
Komisi Yudisial dan lain-lain.Ketiga, lembaga negara yang dibentuk 
berdasarkan di bawah Undang-Undang. 
Lembaga negara yang berdasarkan perintah UU itu adalah 
lembaga Independen. Lembaga Independen sendiri merupakan lembaga 
yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Pemerintah. Adapun latar 
belakang dibentuknya Lembaga Independen adalah, adanya dinamika 
masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi, akibat kurang kepercayaan 
masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat transparansi 
sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah 
dengan masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Tugas 
Lembaga Independen ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan 
pelayanan publik yang bebas dari campur tangan politik. Adanya lembaga 
untuk mengatur profesi-profesi, karena padat membuka lapangan 
pekerjaan baru. 
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Adapun lembaga yang bersifat independen yang terbentuk atas 
perintah Undang-undang itu, salah satunya adalah Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI). 
1. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI adalah 
lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka 
meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Perlindungan anak7. 
2. Dasar Hukum KPAI 
a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak 
b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak 
c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Anak Indonesia 
d. Kepres Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia 
 
 
 
                                                          
7https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/diakses pada tanggal 3 
januari 2016 pukul 11.19 WITA 
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3. Tugas dan Fungsi KPAI 
Berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai 
berikut8: 
a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan Perlindungan anak, 
mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan 
masyarakat, melakukan penelaan, pemantauan, evaluasi, dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak. 
b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan 
kepada Presiden dalam rangka Perlindungan anak. 
Berdasarkan Pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah 
mengawal dan mengawasi pelaksanaan Perlindungan anak yang 
dilakukan oleh para pemangku kewajiban Perlindungan anak 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni: “Negara, Pemerintah, 
Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun 
daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan 
hak-hak dasar dan Perlindungan khusus. KPAI  bukan institusi teknis yang 
menyelenggarakan Perlindungan anak. 
 
 
                                                          
8 http://www.kpai.go.id/profil/diakses pada tanggal 3 januari 2016 pukul 11.19 WITA 
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4. Adapun tujuan dari KPAI sebagai berikut9 : 
a. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam 
Perlindungan anak; 
b. Membangun sistem dan jejaring pengawasan Perlindungan anak; 
c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas Perlindungan 
anak; 
d. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan 
Perlindungan anak; 
e. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan 
pengaduan masyarakat; 
f. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Komnas Pelindungan 
Anak Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan sosialisasi 
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima 
pengaduan masyarakat, melakukan penelaan, pemantauan, evaluasi dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak. KPAI juga 
memberikan laporan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden 
dalam rangka Perlindungan anak. 
 
 
                                                          
9http://www.kpai.go.id/profil/diakses pada tanggal 3 januari 2016 pukul 13.16 WITA 
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B. Tinjauan Anak 
1. Pengertian Anak 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 
keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah 
dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat 
dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa 
anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat 
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada 
masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul 
tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, 
mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya 
Perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan 
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 
diskriminasi.  
Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja 
dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge), tetapi dapat 
dipandang dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Seperti agama, 
hukum, dan sosiologis yang menjadikan pengertian anak semakin rasional 
dan aktual dalam lingkungan sosial. 
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Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum Perlindungan anak 
menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi 
dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mangatur tentang anak. 
Definisi anak sebagaimana diungkapkan diatas, dapat memberikan 
pemahaman komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam 
hal definisi anak, maka terdapat berbagai macam batasan usia anak 
mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa 
undang-undang, misalnya:  
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 
19 tahun bagi laki-laki.  
b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah 
kawin.  
c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang 
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah 
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana.  
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d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.  
e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.  
f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, 
yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.  
g. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak mendefenisikan Anak sebagai seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan.  
Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 
(convention on the right of the child), maka definisi anak: “anak adalah 
setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-undang 
yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah Undang-
undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum diketegorikan 
sebagai lex specialist, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak 
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harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan 
dengan pemenuhan hak anak 
2. Anak yang Berkonflik Hukum 
Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling 
memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial 
antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak 
berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau 
membuatnya tidak berdaya10.  
Anak Berkonflik hukum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak yang melakukan tindak 
pidana. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak disebut dengan kenakalan anak (anak nakal). Sedangkan yang 
dimaksud dengan anak nakal berdasarkan Pasal 1 butir (2):   
3.  Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 
anak.  
Perbuatan terlarang bagi anak adalah menurut peraturan 
perundang-undangan maupun menurut paraturan hukum lain yang hidup 
dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini 
peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum 
adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. 
Kenakalan anak diambil dari istilah “juvenile deliquency”. Juvenile 
(dalam bahasa inggris) atau yang dalam bahasa indonesia berarti anak-
                                                          
10 http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik, diakses pada tanggal 5 januari 2016 pukul 11.26 WITA 
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anak, anak muda. Sedangkan deliquency artinya terabaikan/ 
mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar 
peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi 
secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat11.  
Suatu perbuatan dikatakan delikuensi apabila perbuatan-perbuatan 
tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana 
ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya 
terkandung unsur-unsur anti normatif12.  
Pengertian juvenile deliquency menurut Kartini Kartono adalah 
sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/ kenakalan anak-
anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-
anak remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, 
sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku 
yang menyimpang.  
Sedangkan juvenile deliquency menurut Romli Atmasasmita 
adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah 
umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap 
norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan 
perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan13.  
                                                          
11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka. Hlm. 291. 
12 Sudarsono, 1991, Kenakalan Remaja, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.10. 
13Romli Atmasasmita, 1983, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Bandung: Armico, Hlm. 40.. 
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Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. 
Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, 
kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang 
berusia di atas 21 tahun disebut dengan kejahatan (crime), namun jika 
yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia di 
bawah 21 tahun maka disebut dengan kenalakan (deliquency). Hal ini 
yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland yang disebut dengan 
teori Association Differentialn yang menyatakan bahwa anak menjadi 
delinquen disebabkan aleh partisipasinya di tengah-tengah suatu 
lingkungan sosial yang ide dan teknik delinquen tertentu dijadikan sebagai 
sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu 
semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, 
akan menjadi lama pula proses berlangsungya asosiasi deferential 
tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar benar 
menjadi nakal dan.kriminal. 
Shanty Dellyana dalam bukunya Wanita dan Anak di Mata Hukum 
mengutip pendapat dari Robert K. Merton dan Nisbet mengemukakan 
bahwa anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun dianggap tidak mampu 
untuk mempunyai kehendak jahat (incapable of having the criminal intent), 
sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada 
umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti 
tidak dapat melakukan.kejahatan.(incapable.of.crime). 
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C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
1. Definisi hukum terhadap anak 
Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah hak yang 
timbul pada anak (anak jalanan) untuk mendapatkan 
Perlindungan(protection rights) yang hakiki dalam setiap kehidupannya 
dari negara. Dengan demikian hak tersebut menimbulkan suatu kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh Negara melalui perangkatnya yang bernama 
hukum agar terciptanya tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan 
bermasyarakat yang dapat melindungi hak-hak asasi dari anak. 
Sesuai dengan yang dirumuskan Kementerian Sosial Indonesia 
dalam petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan pengentasan Anak 
Melalui Panti Asuhan, maka fungsi dari Perlindungan hukum adalah untuk 
menghindari anak dari keterlambatan, perlakuan kejam, dan eksploitasi 
oleh orang tua. Fungsi ini juga diserahkan kepada keluarga dalam 
meningkatkan kemampuan keluarga dari kemungkinan perpisahan. 
Hal diatas harus dibedakan dengan istilah Perlindungan anak 
karena hal ini tidak menunjukkan dengan apa perlindungan itu akan 
ditegakkan. Sebagaimana pengertian Perlindungan anak itu sendiri yang 
tersebut di bawah ini14:  
1. Perindungan anak adalah segala daya dan upaya yang dilakukan 
secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan 
swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, 
                                                          
14 Irma Setyowati Sumitro. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 19 
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dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan 
remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.  
2. Perlindungan anak adalah segala daya upaya bersama yang 
dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, 
badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, 
pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah 
anak berusia 0-21 tahun , tidak dan belum pernah menikah, sesuai 
dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan 
dirinya seoptimal mungkin.  
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung 
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha 
dari kegiatan yang menjamin terwujudnya Perlindungan hak-hak anak, 
pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak 
merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan 
anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan 
perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial15. 
2. Tanggung jawab Perlindungan anak 
Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Pasal 20 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan 
                                                          
15Ibid. Hlm. 35 
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bahwa negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak.  
Jadi yang mengusahakan Perlindungan anak adalah setiap 
anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai 
macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut 
bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi 
kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan 
bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang 
melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena Perlindungan anak 
dilaksanakan dengan baik. 
Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap 
orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan 
anak bermanfaat bagi anak dan orangtua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan Perlindungan 
anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan 
kegiatan Perlindungan anak secara keseluruhan. 
Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam 
usaha Perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:  
a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, 
budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak 
dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);  
22 
 
b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan Perlindungan anak (Pasal 22);  
c. Menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak 
dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau 
orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak 
dan mengawasi penyelenggaraan Perlindungan anak (Pasal 23);  
d.  Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam 
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat 
kecerdasan anak (Pasal 24).  
Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan 
anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam usaha 
Perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;  
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, 
bakat, dan minatnya; dan  
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.  
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3. Prinsip-Prinsip Perlindungan anak 
Perlindungan anak memiliki prinsip-prinsip yang merupakan dasar 
bagi perlindungan anak, adapun prinsipnya yaitu16: 
a. Anak tidak dapat berjuang sendiri  
Salah satu prinsip yang digunakan dalam Perlindungan anak adalah 
bahwa anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, 
bangsa, dan keluarga untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak 
dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi 
kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan mengusahakan 
Perlindungan hak-hak anak. 
b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)  
Agar Perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut 
prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus 
dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas 
tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip 
ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu 
sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam 
banyak hal anak “korban” disebabkan ketidaktahuan (ignorance) karena 
usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat 
menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari. 
 
                                                          
16 Maidin Gultom. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak Di Indonesia.Bandung: Refika Aditama 
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c. Ancangan daur kehidupan (life-circle approach)  
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa 
Perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang 
berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium 
dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika telah lahir, maka diperlukan air 
susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan 
imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbatas dari berbagai 
kemungkinan cacat dan penyakit. 
Masa-masa prasekolah dan sekolah, memerlukan keluarga, 
lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/ keagamaan yang bermutu. 
Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan 
bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat 
anak sudah berumur 15-18 tahun ia memasuki masa transisi di dalam 
dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang 
akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna 
untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar 
tentang reproduksi dan Perlindungan dari berbagai diskriminasi dan 
perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang 
berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi 
pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. 
Orangtua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. 
Orangtua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku 
kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka. 
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d. Lintas Sektoral  
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro 
yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota 
dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan 
dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan 
ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih 
keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah 
perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua 
tingkatan17. 
Prinsip-prinsip Perlindungan hukum pidana terhadap anak 
tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak 
(Convention on the rights of the child) yang disahkan dengan Keputusan 
Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 
memuat prinsip-prinsip sebagai berikut : 
a. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan 
tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan 
merendahkan martabat.  
b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa 
memperoleh kemungkinan pelepasan/ pembebasan (without 
possibility of release) tidak akan dikenakan kepada anak yang 
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.  
c. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya 
secara melawan hukum atau sewenang-wenang.  
d. Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan 
digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk 
jangka waktu yang sangat singkat atau pendek.  
                                                          
17Irwanto.“Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar”.Makalah. Medan: Seminar 
Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997. Hlm. 2-4 
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e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan 
secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya 
sebagai manusia.  
f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang 
dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan 
keluarganya.  
g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak 
memperoleh bantuan hukum, berhak melawan atau menentang 
dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka 
pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak 
memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/ 
tepat atas tindakan terhadap dirinya.  
4. Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Dokumen 
Internasional 
 
Upaya Perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai 
upaya Perlindungan hukum terjadap berbagai kebebasan dan hak asasi 
anak (fundamental rights freedoms of children) serta berbagai 
kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi 
masalah Perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang 
sangat luas18. Ruang lingkup yang cukup luas dari masalah anak, terlihat 
dari cukup banyaknya dokumen/ instrumen internasional yang berkaitan 
dengan masalah anak ini (diantaranya adalah masalah anak jalanan), 
antara lain adalah sebagai berikut19: 
                                                          
18Barda Nawawi Arief, 1998, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan danPengembangan 
Hukum Pidana”, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 153  
19
 Ibid. Hlm. 457 
27 
 
1. Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924 yang 
kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 
1389 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai “Declaration on the 
Right of Child” 
2. Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai 
“United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of 
Juvenile Justice” (The Beijing Rules). 
3. Resolusi MU-PBB 40/35 tanggal 29 November 1985 mengenai “’the 
prevention of juvenile delinquency” 
4. Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 
mengenai“Declaration on Social and Legal Principles relating to the 
Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster 
Placement and Adoption Nationally and International.” 
 
D.NARKOTIKA 
1. Pengertian Narkotika 
 Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) 
Tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud narkotika adalah 
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik 
sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaraan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan menurut 
Wikipedia, narkotika adalah semacam zat atau obat yang bisa 
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mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan 
rasa nyeri dan dapat menimbulkan kecanduan. 
2. Perkembangan pengaturan masalah narkotika 
   Berdasarkan sejarah penggunaanya, narkotika pada awalnya 
hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagaamaan 
dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Ada pun jenis 
narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau 
lazimnya disebut sebagai madat atau opium. 
Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan ada pelayanan 
kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediannya, namun apabila 
disalah gunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi 
penggunanya kerena pengguna akan mengalami ketergantungan yang 
sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan 
pengawasan yang ketat dan seksama. Sejalan dengan perkembangan 
kolonisasi maka perdagangan candu semakin tumbuh subur dan 
pemakaian candu secara besar-besaran dilakukan dikalangan etnhis 
cina, terutama di Negara-negara jajahan ketika itu, termasuk Indonesia 
yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Kolonial Belanda20. 
  Saat ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat 
pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 
                                                          
20Sumarno ma’some, penanggulangan bahaya narkotika dan ketergantungan obat, CV. Haji 
Masagung, 1987 hal 5. 
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yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika 
secara illegal ke berbagai Negara 
3. Pengaturan tentang sanksi bagi anak yang melakukan 
penyalahgunaan narkotika 
Saat doktrinal terhadap suatu pandangan, bahwa bagian terpenting 
KUHP suatu bangsa adalah stelsel sanksinya, sebab dari stelsel sanksi ini 
akan tercermin nilai sosial budaya bangsa itu21.  Artinya, bagaimana 
stelsel sanksi dalam KUHP suatu bangsa dirumuskan, maka demikian 
budaya masyarakat bangsa tersebut. Dengan demikian, maka semakin 
represif formulasi di dalam KUHP juga dapat bermakna semakin represif 
masyarakat bangsa itu dalam memberikan reaksi terhadap pelaku tindak 
pidana. Dalam konteks ini, istilah represif tidak saja bermakna karena 
beratnya tindak pidana yang dirumuskan, tetapi juga karena system 
perumusan ancaman pidananya, misalnya sangat imperative, tidak 
bersifat alternative, dan tidak berikan kemungkinan adanya perbaikan 
pada pelaku diri sendiri. 
Secara umum di dalam KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang 
mengatur sanksi bagi anak , yaitu Pasal 45 yang mengatur tentang batas 
maksimal seorang anak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana 
yang dilakukannya22, pasal 46 yang mengatur tentang aturan 
administrative berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah 
                                                          
21Muladi, kapita selekta system peradilan pidana, Badan penerbit Universitas Diponogoro, 
Semarang, cetakan I, 1995, hal 131. 
22Made Sadhi Astuti, Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, penerbit IKIP 
Malang, 1997, hal 5. 
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ia memberi perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada 
pemerintah23, dan pasal 47 yang mengatur tentang pengurungan pidana 
dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak. 
Sejak diundangkannya Undang-undang Sistem peradilan pidana 
anak ketentuan ketiga pasal tersebut telah dicabut, sebagaimana 
dirumuskan dalam Pasal 67 Undang-undang peradilan anak yang 
menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 
45, PAsal 46, Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan 
tidak berlaku lagi.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
23R,Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap 
pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1998, hal 62.  
24 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap 
Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal. 62. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
 Untuk memperoleh data yang relevan, penulis melakukan penelitian 
dibeberapa instansi terkait alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai 
lokasi penelitian adalah karena dari instansi tersebut penulis dapat 
mencari data dan informasi dengan judul penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 
beberapa kategori, yaitu data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan judul 
penelitian. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan yaitu menelaah literature, artikel, liputan, 
makalah serta Perundang-undangan yang ada kaitannya 
dengan judul. 
C.Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu : 
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca 
literature yang relevan dengan judul, baik melalui buku maupun 
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melalui internet, serta bahan-bahan normative berupa produk 
hukum. 
2. Penelitian Dilapangan (Field Research) 
a. Observasi (observation) 
Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian 
melakukan pengamatan secara langsung dan seksama 
terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi. 
b. Wawancara (Interview) 
yaitu penulis melakukan beberapa Tanya jawab kepada 
seluruh narasumber yang berkompeten seperti pegawai 
instansi serta masyarakat.  
D.Teknik Analisis Data 
 Data penelitian diolah dan dianalisi secara kualitatif yaitu 
menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan 
menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam 
bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian dapat 
ditarik kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Tindak 
Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak 
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi 
penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang 
dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang 
berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak 
terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi 
potensi sumber daya insani dan pembangunan manusia Indonesia 
seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini 
mungkin, agar kelak akan dapat berpartisipasi secara optimal bagi 
pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 Ayat (3) dan (4) 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan 
dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”. 
Anak berhak atas perlindungan-perlindungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 
dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa 
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perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang 
benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. 
Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian manusia 
dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi 
dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang 
merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi 
objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama 
mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta 
secara tekun dan gigih dalam kegiatan perlindungan anak. Pandangan 
bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, 
fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara. 
Pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat 
mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “anak”. 
Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang 
merupakan kenyataan sosial. 
Tabel I 
Jumlah Pengguna Narkotika di Kota Makassar 
(2014-2016) 
No Tahun Jumlah 
1 2014 323 
2 2015 429 
3 2016 684 
Sumber Data: SAT Narkoba Polrestabes Makassar 
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  Data diatas membuktikan bahwa pengguna narkoba yang berada di 
wilayah hukum Makassar meningkat di empat tahun terakhir, terlihat dari 
tahun 2014 pengguna narkotika mencapai 323. Kemudian pada tahun 
2015 pengguna narkotika sebanyak 429 dan di tahun 2016 pengguna 
narkotika di kota Makassar meningkat drastis yaitu sebanyak 684 orang.     
Peningkatan jumlah pengguna narkotika secara sederhana dapat 
digambarkan seperti grafik dibawah ini. 
 
Sumber Data: Sat Narkoba Polrestabes Makassar 
Mengenai peran Komisi Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI) 
dalam mengawal pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana narkotika, penulis melakukan wawancara 
dengan salah satu pihak KPAI yang dalam hal ini adalah Retno Adji 
Prasetiaju S.H25., selaku Kepala Sekretariat KPAI. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut, diperoleh data  bahwa pada dasarnya KPAI dalam 
                                                          
25 Wawancara dengan Kepala Sekretariat KPAI, Ibu Retno Adji Prasetiaju, S.H, Tanggal 22 Juni 
2017 di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta. 
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menjalankan tugasnya tidak pada memberikan bantuan hukum bagi anak 
yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Karena dalam 
tupoksinya KPAI adalah sebagai lembaga pengawas pelaksanaan 
perlindungan anak. KPAI  sebatas melakukan kerja sama dengan 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendampingi anak yang terlibat 
narkotika baik sebagai pemakai, pecandu maupun pengedar narkotika. 
Retno Adji Prasetaju saat diwawancarai mengungkapkan26: 
Sebetulnya KPAI tidak memberikan bantuan hukum.karena kita 
lembaga pengawas pelaksanaan perlindungan anak. Kita bekerja 
sama dengan LBH untuk mendampingi anaknya. Jadi kita bekerja 
sama dengan P2TP2A, LBH dengan akasih supaya anaknya 
mendapatkan pendampingan dibidang hukum tapi tidak dilakukan 
dengan KPAI sendiri. Pada saat persidangannya kita mengawasi 
dan kita minta perkembangan kasusnya. 
 
Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh KPAI dalam 
menjalankan fungsi pengawasan bidang perlindungan anak, Retno Adji 
Prasetiaju menambahkan bahwa27: 
Kendala yang dihadapi KPAI dalam menjalankan tugas dan 
peranannya yaitu dalam mencari data kasus pelanggaran hukum 
atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terkadang data sulit 
ditemukan atau tidak adanya data sama sekali. Sedangkan dari 
internal sendiri, ada beberapa orang tidak mengetahui tupoksinya 
atau fungsi dari KPAI.Terlebih pada di daerah. Sehingga di daerah 
banyak Komisi Perlindugan Anak yang dibubarkan,  karena 
berbenturan dengan P2TP2A. dimana saling adanya 
kesalahpahaman dalam memahami dan menjalani peran masing-
masing. 
 
                                                          
26 Hasil wawancara hari Kamis 22 Juni 2017 
27 Hasil wawancara hari Kamis 22 Juni 2017 
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Dalam menjalankan perlindungan anak, tugas yang semestinya 
yang dilakukan oleh komisioner adalah tidak mendampingi. Tetapi 
berdasarkan pernyataan narasumber, Retno Adji Prasetaju yaitu pada 
pelaksanaan tugas KPAI di daerah, ada pihak yang memberikan bayaran 
perkasus serta juga ada yang selalu mendampingi korban, sehingga 
terjadi perebutan klien dengan P2TP2A. Padahal yang seharusnya adalah 
lembaga pengawas memberikan masukan pada gubernur di daerah 
provinsi. Sehingga ini adalah satu kendala besar yaitu pemahaman dari 
para komisioner di daerah yang masih rendah. Selain itu juga karena  
adanya surat menteri dalam menteri, bahwa pengawasan pelaksanaan 
perlindungan anak hanya dilakukan oleh KPAI. Serta sudah jelas dalam 
Undang-undang dinyatakan, apabila dipandang perlu daerah  dapat 
membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), sehingga jika  
tidak perlu, maka KPAI tingkat daerah tidak dibentuk. Sedangkan untuk 
membentuk KPAD perlu didukung dengan kajian dan data yang 
kuat.Karena telah ada P2TP2A. 
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Berikut adalah data pengguna Narkotika berdasarkan Umur di kota 
Makassar: 
Tabel II 
Pengguna Narkotika Berdasarkan Jenis Umur 
Tahun 2015 
No Tahun 2015 
Jenis Umur Jumlah 
1 10-17 Tahun 19 Orang 
2 18-20 Tahun 44 Orang 
3 21-25 Tahun 103 Orang 
4 26-30 Tahun 85 Orang 
5 31 Tahun keatas 178 Orang 
Total 429 Orang 
 
Berdasarkan data diatas diketahui pada tahun 2015 pengguna 
narkotika berjumlah 429 orang.Jenis umur yang menggunakan narkotika 
yaitu 10-17 Tahun (19 orang), 18-20 Tahun (44 Orang), 21-25 Tahun (103 
Orang), 26-30 (85 Orang), 31 Tahun keatas (178 Orang). Data tersebut 
menunjukkan bahwa tahun 2015, jumlah anak bawah umur 18 tahun yang 
mengonsumsi narkotika yaitu sebanyak 19 orang. 
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Tabel III 
Pengguna Narkotika Berdasarkan Jenis Umur 
Tahun 2016 
No Tahun 2016 
Jenis Umur Jumlah 
1 10-17 Tahun 35 Orang 
2 18-20 Tahun 85 Orang 
3 21-25 Tahun 173 Orang 
4 26-30 Tahun 120 Orang 
5 31 Tahun keatas 271 Orang 
Total 684 Orang 
Sumber data: Sat Narkoba Polrestabes Makassar 
Pada tahun 2016 pengguna Narkotika berjumlah 684. Jenis umur 
yang menggunakan narkotika yaitu Orang 10-17 tahun (35 Orang), 18-20 
Tahun (85 Orang), 21-25 Tahun (173 Orang), 26-30 Tahun (120 Orang), 
31 Tahun keatas ( 271 Orang). Data menunjukkan bahwa khusus untuk 
anak bawah umur 18 tahun yang mengonsumsi narkotika pada tahun 
2016 cukup tinggi yaitu sebanyak 35 orang. Hal ini kemudian 
menggambarkan bahwa terjadi peningkatan dari 19 anak yang 
mengonsumsi narkotika, bertambah sebanyak 16 orang anak, yaitu 
menjadi 35 orang anak yang terkena kasus narkotika. 
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Mengenai langkah-langkah yang dilakukan KPAI untuk mencegah 
hal tersebut adalahRetno Adji Prasetiaju mengatakan28: 
KPAI sebagai lembaga pengawas, juga melakukan 
langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya 
kekerasan oleh anak sejak dini. Namun fungsinya KPAI 
adalah pengawasan yang mengarah pada bentuk  
advokasi kepada pemangku kepentingan dan mediasi 
terhadap kasus yang masuk. Dimana awalnya kasus 
tersebut diselesailkan secara  mediasi, sehingga KPAI 
bekerja sama dengan LBH se-Indonesia, dinas sosial, dan 
juga termasuk LBH Apik. 
 
B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Menjalankan 
Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak 
Sesuai dengan peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau 
KPAI yang dijelaskan sebelumnya, bahwa  berdasarkan Undang-undang 
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, KPAI bertugas untuk 
melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan 
informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan 
pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaran 
perlindungan anak. Mengenai fungsi pengawasan, maka dalam 
pelaksaanaanya pihak KPAI senantiasa mengawasi bagaimana kinerja 
dari lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan visi untuk melakukan 
perlindungan terhadap anak. 
                                                          
28 Hasil wawancara hari Kamis 22 Juni 2017 
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Salah satu contoh lembaga yang tetap di bawah pengawasan KPAI 
adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak atau P2TP2A yang dibentuk oleh Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau KPPPAI. Sehingga dalam 
penelitian ini, penulis memperoleh data pula dari  wawancara langsung 
terhadap pihak P2TP2A yaitu bapak Makmur29 selaku kordinator Tim 
Reaksi Cepat (TRC) P2TP2A daerah khusus Makassar Sulawesi Selatan.  
P2TP2A sendiri secara tegas ditetapkan pada pada Keputusan 
Menteri Nomor 25 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Penanganan 
Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Pusat. Dalam Keputusan Menteri 
tersebut dijelaskan mengenai P2TP2A sebagai tempat satgas untuk 
mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan 
sebagai salah satu lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan. 
Selanjutnya, lebih dalam mengenai tugas dan peranan P2TP2A akan 
diatur dengan keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota. 
Mendampingi kasus terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
termasuk bagi penyalahgunaan narkoba oleh anak adalah merupakan 
salah satu bentuk pengawalan kasus dalam melindungi anak.P2TP2A 
bertugas menyuarakan bagaimana sebenarnya anak berhadapan hukum, 
serta bagaimana mengawal kasus anak yang dihadapi khusus untuk 
tingkat daerah. Bentuk pengawalan P2TP2A daerah Makassar sendiri 
                                                          
29 Wawancara dengan Kordinator Tim Reaksi Cepat P2TP2A, Bapak Makmur, Tanggal 20 Juli 2017 
di Kantor P2TP2A Makassar. 
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dimulai dari pendampingan dimana P2TP2A menangani dengan segera 
kasus yang masuk atau dilaporkan oleh pihak luar maupun atau anak 
yang didapati sendiri oleh P2TP2A melakukan tindak pidana, kemudian 
mengantar anak hingga ke proses pengadilan, sampai pada dimana 
ditetapkannya vonis dari pengadilan bagi si anak yang melakukan tindak 
pidana. Selain itu selama proses perkara anak akan didampingi oleh 
pengacara dari pihak P2TP2A sendiri.  
Mengawasi bentuk pelaksanaan perlindungan anak, KPAI sebagai 
lembaga bentukan Pemerintah senantiasa menerima segala bentuk 
laporan terkait kinerja dan segala bentuk kasus terkait anak di tiap 
daerahnya. Seperti daerah kota Makassar yang sebelumnya adalah 
lembaga KPAI, namun karena dinilai tidak menjalankan tugas 
sebagaimana mestinya, sehingga dalam perannya mengawal dan 
melindungi segala bentuk persoalan terkait anak dijalankan oleh P2TP2A 
yang dibawah pembentukan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPPPAI) dan juga tetap dibawah pengawasan KPAI. 
Bapak Makmur, kordinator TRC P2TP2A saat diwawancarai oleh penulis 
mengemukakan bahwa30: 
Sebelumnya pernah ada KPAI di kota Makassar, namun itu hanya 
dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, 
karena lebih banyak orang yang tidak mengetahui tentang anak di 
dalam situ, dan yang kedua sebagian dari KPAI Makassar adalah 
orang-orang dalam dari dinas sendiri, maka kami sepakat untuk 
membubarkan KPAI di daerah Makassar. Sehingga, tugas dan 
peranan KPAI dipercayakan diganti oleh Lembaga Perlindungan 
                                                          
30 Hasil wawancara hari kamis 20 Juli 2017 
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Anak atau LPA. LPA inilah kalau ada kasus yang urgent ke KPAI 
maka pasti kita laporkan karena tepat untuk dilakukan kordinasi. 
 
KPAI tingkat daerah Provinsi Makassar yang telah dibubarkan, 
secara resmi digantikan fungsi dan peranannya oleh P2TP2A. Dimana 
segala sesuatu terkait masalah anak yang melakukan tindak pidana 
termasuk narkoba tetap dibawah arahan KPAI, dibantu lembaga lain 
semisal Lembaga Perlindungan Anak atau LPA yang akan senantiasa 
bersinergi untuk bersama-sama menanggulangi kasus terkait anak dan 
melindungi anak Indonesia sebagai aset menuju roda kepemipinan 
bangsa yang lebih maju. Selain persoalan narkoba, kerjasama juga 
dilakukan selama kasus yang terjadi terkait bagaimana melindungi hak 
anak di Indonesia. 
Bentuk pengawasan yang dijalankan oleh KPAI adalah sesuai 
dengan struktur kelembagaannya yaitu untuk melakukan monitoring dan 
evaluasi. Dimana laporan-laporan dari P2TP2A yang telah dikirimkan akan 
senantiasa dilakukan pemeriksaan. Selain itu KPAI juga mengawasi pada 
tingkat Kementrian. Dimana dalam pelaksanaanya, KPAI memonitoring 
P2TP2A khusus Makassar selama setahun, dengan mendatangi langsung 
dan menilai bagaimana bentuk-bentuk pendampingan oleh P2TP2A, serta 
memantau perkembangan kasus anak yang terlibat tindak pidana. Dimana 
dalam bentuk monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan bersama-sama 
dengan pihak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Indonesia atau KPPPAI. 
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Pendampingan oleh P2TP2A tentang perlindungan anak sendiri 
dilaksanakan dengan membentuk Tim Reaksi Cepat atau TRC. TRC ini 
ketika mendapat informasi mengenai kasus anak melakukan tindak 
pidana, maka dengan segera anak tersebut akan dibawa ke Rumah Aman 
tingkat kelurahan, yaitu sebuah rumah yang ditetapkan pada tiap-tiap 
RT/RW sebagai rumah yang apabila ditemukan ada anak di wilayah 
tersebut melakukan tindak pidana atau didapati berhubungan dengan 
narkoba, maka akan segera diamankan selama kurang dari 6 jam, untuk 
kemudian dijemput oleh pihak P2TP2A. Di Makassar sendiri telah ada 
beberapa kelurahan percontohan untuk penerapan Rumah Aman.  
Jenis narkoba yang sering dipakai oleh anak khsusnya di Makassar 
yaitu mulai dari mengisap lem, ganja dan sabu. Dimana awalnya anak 
diperintahkan untuk menjualkan kemudian mencoba dan mulai ketagihan, 
sehingga anak akan melakukan apapun untuk mendapat narkoba 
itu.Dalam wawancara Bapak Makmur mengungkapkan pula31: 
Kalau kasus terkait dengan anak yang menjadi penyalahgunaan 
narkoba kami sudah merespon kasus yang ada. Itu adalah sudah 
masuk dalam kategori pengunaaan seperti mengisap lem, dan lain 
sebagainya 
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Secara kumulatif, berikut adalah Jenis Narkotika yang dikonsumsi 
oleh para pengguna Narkotika di kota Makassar tahun 2015-2016. 
Tabel IV 
Data Pengguna Narkotika Berdasarkan Jenisnya 
Tahun 2015-2016 
No Jenis Zat 
Narkotika 
Jumlah 
2015 2016 
1 Estacy 4,438 1168,5 
2 Sabu-sabu 468 (paket kecil), 22 
(paket sedang), 2 (paket 
besar) 
1385 (paket kecil),6 
(paket sedang), 38 
(paket besar) 59 Gram 
3 Ganja 63,1/2 (paket kecil), 
1(paket besar) 
37 Paket kecil 
4 Putaw NIHIL NIHIL 
5 Nipam 10 butir somadril 3831 Butir somadrill, 
3552 butir tramadol, 
4755 butir THD 
Sumber data: Sat Narkoba Polrestabes Jl. Ahmad Yani Makassar 
Sulawesi Selatan 
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Berdasarkan data diatas pengguna narkotika untuk jenis Nipam 
meningkat sangat drastis dari tahun 2015-2016. Mulai dari tahun 2015 
yang hanya berjumlah 10 butir somadril, namun meningkat di tahun 2016 
sebanyak 3831 butir somadril, kemudian 3552 butir tramadol, hingga 
mencapai 4755 butir THD. Selain itu untuk jenis sabu-sabu juga 
mengalami peningkatan yang awalnya di tahun 2015 hanya beredar 468 
paket kecil, 22 paket sedang, dan 2 paket besar. Tahun 2016 jenis sabu-
sabu beredar sebanyak 1385 paket kecil, 6 paket kecil, 38 paket sedang, 
serta 59 gram paket besar. 
P2TP2A dalam menjalankan peran dan fungsinya yaitu telah 
menempuh beberapa bentuk pengawalan seperti, anak yang khusus pada 
penyalahgunaan narkoba, akan ditanggapi serius dengan menetapkan 
shelter-shelter dan Rumah Aman untuk bagaimana anak-anak nantinya 
bisa dilakukan rehabilitasi yang berbeda dengan rehabilitasi orang 
dewasa. Sejauh bentuk pengawalan oleh P2TP2A, kendala yang dihadapi 
kemudian adalah tentang bagaimana pelakasaannya, seperti yang 
kembali dikemukakan oleh Bapak Makmurpada saat penulis melakukan 
wawancara32: 
Menjadi bahan pemikiran terkait bagaimana peran P2TP2A ini, 
juga dijadikan bahan perbincangan kita diluar bahwa mengapa 
P2TP2A bisa melakukan pelayanan ini karena membutuhkan 
SDM sendiri.Menanggulangi hal tersebut, pihak P2TP2A dilatih 
oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) selama satu bulan lebih. 
Kemudian kami memanfaatkan ilmu yang telah didapat untuk 
bagaimana menangani penanggulangan anak-anak yang 
                                                          
32 Hasil wawancara  hari  Kamis  20 Juli 2017 
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menggunakan narkoba, dan pemerintah juga dalam hal ini 
pemerintah kota Makassar memang serius dengan penanganan 
ini. Dimana tidak ada istilah mengenai status dan orang tua si 
anak, tetapi kalau ada yang kedapatan atau melapor, maka  kita 
membantu untuk rehabilitas. 
 
Usaha yang dilakukan oleh P2TP2A juga selain menyiapkan tempat 
rehabilitas atau shelter untuk penyalahgunaan narkoba oleh anak, fungsi 
lain lembaga ini adalah dengan memfasilitasi anak-anak yang 
menggunakan narkoba untuk kembali ke sekolah. Jadi, anak-anak yang 
telah ditampung di shelter karena menyalahgunakan narkoba, akan 
dikembalikan pada persoalan sekolah, yaitu pihak P2TP2A akan 
melakukan advokasi ke sekolah anak masing-masing.  
Kasus anak yang sebagai pengedar narkoba sendiri, dalam 
pengawalannya akan ditetapkan proses diversi dan diberikan pembinaan 
serta proses pemulihan kembali bagi si anak yang ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros Sulawesi Selatan.  
P2TP2A sendiri sejauh ini melakukan mitra dengan berbagai 
lembaga terkait bagaimana agar dapat menyelesaikan kasus anak. 
Seperti relasi dengan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Yaitu ada 
kontrak kerja P2TP2A dengan lembaga seperti LBH, kemudian LBH 
mengutuslah satu perwakilan untuk menangani kasus anak bersama 
dengan P2TP2A. 
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Proses pengawalan terkait anak yang ditemukan menggunakan 
narkoba adalah biasanya dimulai dari anak tersebut dibawa langsung ke 
P2TP2A. Namun, terkadang ada juga anak yang telah melewati beberapa 
proses pengadilan, tetapi baru diketahui oleh pihak P2TPA, sehingga 
proses pengawalannya dimulai dari pendampingan di pengadilan. Dalam 
hal keterlambatan informasi, pihak P2TP2A tetap melakukan 
pendampingan pada anak tersebut. Sehingga tidak ada yang lepas pada 
proses pengawalan perlindungan anak. 
Penulis dalam penelitan ini memperoleh keterangan dari pihak 
P2TP2A pula  bahwa salah satu hambatan menangani kasus narkoba 
kalangan anak adalah khususnya di Makassar ini dalam menangani kasus 
tersebut orang tua kadang ada yang malu untuk melaporkan jika ditemui 
anaknya menggunakan narkoba. Maka akan dibiarkan seperti itu. 
Sehingga jika tertangkap baru akan menyesal, padahal apabila orangtua 
terlebih dahulu melaporkan ke P2TP2A, maka bisa direhabilitas dan akan 
dilakukan pemulihan. 
Pelaksanaan rehabilitasi anak dilakukan oleh P2TP2A dengan 
bekerjasama dengan pihak Badan Nakotika Nasional atau BNN. BNN 
tidak mengakomodir tempat rehabilitas. Maka dari BNN menyerahkan ke 
P2TP2A bagaimana agar anak di rehabilitas di luar. Setelah itu nanti akan 
dipulihkan dan dididik melalui Rumah Damping. Rumah Damping yang 
dijalankan oleh BNN. Di Rumah Damping adalah persiapan untuk anak 
dapat dikembalikan ke orang tua. 
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Harapan P2TP2A dengan adanya bentuk pengawasan terhadap 
pelaksanaan perlindungan anak oleh KPAI, adalah agar KPAI tetap dapat 
bersinergi dalam menangani kasus  perempuan dan anak. Dalam hal ini 
,KPAI dapat menyuarakan Perlindungan Anak di pusat, sementara 
P2TP2A bertugas di daerah. Dari segi monitoring dan evaluasi kinerja 
yang dilaksanakan oleh KPAI, P2TP2A berharap  lebih ditingkatan dalam 
menangani kasus dan memberikan perlindungan anak di daerah dan lebih 
memberikan penguatan-penguatan sumber daya manusia terkait menjaga 
anak agar terjauhkan dari tindak pidana. 
Elemen yang turut bekerja sama dalam hal menangani kasus anak 
di daerah kota Makassar adapula yang disebut dengan Perlindungan 
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM, bertugas melaporkan 
kasus anak yang terjadi tetapi tidak untuk menangani, karena PATBM 
baru ada di dua kelurahan. Sementara tim pemantau dari PATBM adalah 
P2TP2A sendiri. Dengan memantau anak yang menggunakan narkoba 
dan mengantar beberapa kasus kepada P2TP2A yang dinilai dapat 
membantu dan memudahkan dalam melindungi anak. 
Penggunaan narkoba sendiri sejauh ini, diketahui penyebanya 
karena  persoalan antara lain broken home seperti perceraian, masalah 
ekonomi, dan ikut-ikutan yang memicu anak-anak. Untuk mengisap lem, 
mengonsumsi ganja dan sabu-sabu. Sehingga dari P2TP2A senantiasa 
mensosialisasikan bagaimana dampak narkoba dari segi  kesehatan 
jasmani dan rohani, bahaya narkoba dan lain-lain. 
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Retno Adji Prasetiaju S.H., yang juga dalam wawancara dengan 
penulis mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi anak terlibat 
narkotika adalah karena biasanya anak merasa tidak dihargai atau tidak 
mendapat perhatian dan kasih sayang33.  
Perlu ditekankan pada si anak bahwa  narkotika adalah 
berbahaya jadi jangan mendekat apalagi memakai, karena 
tidak ada masalah yang bisa diselsaikan dengan narkoba. 
Semua masalah harus diselesaikan secara langsung. 
Dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan 
lingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak 
dapat dilihat baik secara internal maupun secara eksternal. Secara 
internal, anak kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, 
bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, 
penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua 
asuh. Secara eksternal, dampak negatif dari perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan 
informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan 
cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan mendasar dalam 
kehidupan masyarakat34. 
Segala tindak pidana yang dilakukan tentunya akan dikenakan 
sanksi, namun yang menjadi permasalahan adalah seyogianya anak tidak 
                                                          
33 Hasil wawancara  hari  Kamis  22 Juni 2017 
34 Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, 
Bandung, hal. 131. 
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dapat dipenjara. Mengenai sanksi yang diberikan pada anakRetno Adji 
Prasetiaju S.H., Mengungkapkan35: 
Meskipun Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak menekankan pada restorative justice, 
tetapi kalau mengenai pemerkosaan pembunuhan dan narkoba 
itu menurutnya tidak bisa dengan restorative justice. Karena sulit 
pada psikologinya anak.Anak  bisabebas dan tidak masuk 
penjara. Saya, berpendapat seharusnya kalau pembunuhan, 
pemerkosaan dan narkoba tidak bisa memakai restorative justice 
maupun diversi. Namun kenyataan sekarang yang banyak 
dilakukan adalah diversi maupun restorative justice, dan anak 
langsung masuk ke rehabilitas, dan tidak melalui proses hukum. 
Yang semestinya anak tersebut harusnya melalui jalur hukum. 
Karena anak yang melalui hukum akan berbeda dengan anak 
yang langsung masuk dan menjalani pembinaan di LPKA. 
Penggunaan narkoba sebagai salah satu tindak pidana tentunya 
akan diberi sanksi hukum sesuai dengan aturan di Indonesia. Sementara 
untuk hukuman yang tepat bagi anak yang menyalahgunakan narkotika, 
Retno Adji Prasetiaju S.H., pula menambahkan bahwa hukuman bagi 
anak yang sebagai pemakai narkoba adalah rehabilitasi. Karena dalam 
hal ini adalah anak sebagai korban. Sementara, bagi anak yang bertindak 
sebagai pengedar biasanya adalah diawali dengan suruhan orang 
dewasa. Menurutnya, semua anak narkoba termasuk pecandu haruslah 
direhabilitasi. Sementara pelaksanaan rehabilitas sendiri tergantung hasil 
putusan pengadilan yang ditetapkan. 
Proses rehabilitas yang perlu diterapkan pada anak yang terlbat 
narkoba adalah, berupa pembinaan agar anak menyadari bahwa tindak 
pidana narkoba adalah sebuah kejahatan yang akan berdampak besar 
                                                          
35 Hasil wawancara  hari Kamis  22  Juni 2017 
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bagi dirinya dan masa depannya. Anak yang kodratnya sulit untuk 
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga harus 
secara intens diberikan pemahaman dan pembekalan diri. Pembinaan 
yang dijalani oleh anak tentunya tidak diharapkan menjadikan anak 
tertekan, melainkan sadar untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. 
Memulihkan kembali kondisi kepada dimana anak teresbut secara normal 
menjalani kehidupan sehari-hari sebelum mengenal dan menggunakan 
narkoba. 
Demikian juga mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak, 
tidak hanya mempertimbangkan keadaan psikis (kejiwaan) namun juga 
keadaan fisiknya. Dari segi psikis pertumbuhan jiwa anak belum sempurna 
dan matang, sehingga fungsi batinnya belum sempurna juga. Dalam 
keadaan yang demikian ini, anak belum mempunyai cukup kematangan 
psikis untuk mempertimbangkan keadaaan dan konsekuensi dari 
perbuatannya, sedang dari segi fisik anak belum kuat melakukan 
pekerjaan karena fisiknya masih lemah, sehingga tidak atau kurang tepat 
bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukannya.36 
Dengan demikian dalam hal sistem peradilan pidana yang harus 
dihadapi oleh anak dengan segala kondisi psikis yang masih terlalu muda 
untuk menerima, kriteria kesalahan tersebut harus menjadi dasar 
                                                          
36 Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S., 2015, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Setara Press, 
Malang, hal. 157. 
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pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara pidana atau 
melakukan upaya penanggulangan atas terjadinya tindak 
pidana/kejahatan. Walaupun dalam arti sempit konsepsi tentang 
kenakalan anak tidak ada bedanya dengan konsepsi tentang kejahatan 
atau pelanggaran, namun dalam hal proses peradilan pidana anak selain 
pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan anak sebagai pelaku 
merupakan perioritas yang utama. Artinya bahwa hakekat yang mendasari 
peradilan anak adalah adanya perlindungan hak-hak untuk mewujudkan 
kesejahteraan anak.37  
                                                          
37  Ibid, hal. 157-159 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dijelaskan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau  KPAI dalam 
memberikan perlindungan hukum terhadap anakberdasarkan 
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 
yaitu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, 
mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan 
masyarakat, melakukan penelaahan pemantauan, evaluasi dan 
pengawasan terhadap penyelenggaran perlindungan anak.Dalam 
hal pengawasan pelaksanaan perlindungan anak khususnya yang 
melakukan tindak pidana narkotika,  Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia atau KPAI senantiasa melakukan pengawasan terhadap 
pemberian pendampingan dan perlindungan anak yang terlibat 
narkoba oleh Lembaga Perlindungan Anak, salah satunya yaitu 
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak,  
2. Dalam menjalankan peranannya yang juga mengevaluasi kinerja 
terkait penanganan kasus anak yang ada ditingkat daerah, KPAI 
berkordinasi dengan KPPPAI, dan selanjutnya senantiasa 
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memantau laporan terkait anak yang berhadapan hukum, 
menerima laporan pelaksanaan perlindungan hukum yang 
dilakukan oleh  Pusat Pelayanan Terpadu Pemerdayaan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan melaksanakan monitoring dan 
evaluasi atas kinerja P2TP2A tersebut. P2TP2A  di kota Makassar 
yang langsung dibawahi Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak tersebut, juga bersinergi dengan Lembaga Bantuan 
Hukum dan  Badan Narkotika Nasional untuk mengawal dan 
mendampingi anak mulai dari anak tersebut diketahui 
menggunakan narkotika hingga proses pengadilan yang harus 
dijalani dengan pendampingan oleh pengacara dari P2TP2A. 
Diakhir masa pendampingan oleh P2TP2A anak  
kemudiandiadvokasi untuk kembali dapat bersekola 
B. SARAN 
Dari pembahasan yang telah penulis simpulkan sebelumnya, sampailah 
penulis menuliskan sedikit saran, adapun saran yang diberikan sebagai 
berikut: 
1. Seharusnya KPAI tidak hanya berada di pusat, alangkah 
lebih baiknya jika KPAI bisa atau membuka kembali kantor di 
kota Makassar, agar dapat memaksimalkan peran dan 
fungsi menurut aturan dan Perundang-Undangan di 
Indonesia. 
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2. Untuk Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPAI 
seharusnya lebih diperketat mengingat pengguna narkoba 
yang dilakukan oleh anak yang meningkat dari tahun ke 
tahunnya. 
3. P2TP2A sebagai salah satu lembaga yang menangi kasus 
perempuan dan anak di kota Makassar dapat 
memaksimalkan perannya, dengan melakukan sosialisasi 
dan perlindungan hukum yang dapat menunjang bagi anak 
untuk menikmati hak-haknya sebagai anak.  
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